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Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023



25/11/2023

PELAYANAN KEBIDANAN

Pelayanan Kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan

profesional yang merupakan bagian integral dari sistem

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, 

kolaborasi, dan/atau rujukan. 

Semakin tinggi tingkat fasilitas pelayanan kesehatannya maka semakin kompleks 
pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan dilaksanakan dalam bentuk kerja 
sama tim antar profesi kesehatan (interprofessional health provider collaboration)



PRAKTIK KEBIDANAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 

HK.01.07/MENKES/320/2020

TENTANG  STANDAR 

PROFESI BIDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Nomor 36 Tahun bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-

Undang 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal

1 8  ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang  Kebidanan, 

perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan  tentang Standar 

Profesi Bidan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2009 Nomor 144,  

Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 1 2  Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

2012 Nomor 158 , Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga  Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2014 Nomor 298, 

Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5607);

4.    Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang  Kebidanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2019 Nomor 56,  

Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 6325);

STANDAR  

PROFESI 

BIDAN



❖ Tenaga Medis

a. Dokter:

- Dokter

- Dokter spesialis

- Dokter subspesialis

b. Dokter Gigi:

- Dokter gigi

- Dokter gigi spesialis

- Dokter gigi subspesialis

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

❖ Tenaga Pendukung/ 
Penunjang Kesehatan

❖ Tenaga Kesehatan

KELOMPOK

a. tenaga psikologi klinis

b. tenaga keperawatan

JENIS

➢ terdapat 1 jenis

➢ terdapat 3 jenis

c. tenaga kebidanan

d. tenaga kefarmasian

➢ terdapat 2 jenis

➢ terdapat 3 jenis

e. tenaga kesehatan masyarakat ➢ terdapat 5 jenis

f. tenaga kesehatan lingkungan ➢ terdapat 2 jenis

➢ terdapat 2 jenis

➢ terdapat 4 jenis

➢ terdapat 8 jenis

➢ terdapat 4 jenis

➢ terdapat 3 jenis

g. tenaga gizi

h. tenaga keterapian fisik

i. tenqga keteknisian medis

j. tenaga teknik biomedika

k. tenaga kesehatan tradisional

l. tenaga Kesehatan lain

KUALIFIKASI PEND. PALING RENDAH DIPLOMA TIGA

KUALIFIKASI PEND. PALING 

RENDAH PEND. PROFESI

Bekerja pada Fasyankes atau  
institusi lain di bidang kesehatan

Antara lain berupa:

a. Tenaga Biologi

b. Tenaga administratif

c. Pramusaji

d. Tenaga keuangan

e. Petugas pemulasaran 

jenazah

f. petugas ambulans

Contoh: Pengambilan dan 

pengiriman material dalam bentuk 

spesimen klinik dan materi biologi

Sumber : Kemenkes RI
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Pendidikan Sumber Daya Manusia KESEHATAN

1. PERENCANAAN

• Perencanaan secara nasional ditetapkan Menteri.

• Menteri dalam Menyusun perencanaan melibatkan fasyankes, Pemda kab/kota, Pemda 
Prov, dan pihak terkait.

2. PENGADAAN

DILAKSANAKAN SESUAI PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN

PENDIDIKAN PROFESI BIDANG KESEHATAN diselenggarakan oleh:
1. perguruan tinggi dan bekerja sama dgn Fasyankes, Kemendikbudristek, dan Kemenkes 

dengan melibatkan peran Kolegium.
2. Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama & bekerja sama dengan

perguruan tinggi, Kemendikbudristek Kemenkes dgn melibatkan peran Kolegium.

Mahasiswa Pend. Program Sarjana Tenaga Medis

▪ Mendapatkan IJAZAH
▪ Melakukan praktik setalah lulus Pend. Profesi & diberi sertifikat profesi.

• Mendapatkan IJAZAH
• Program sarjana dapat melakukan praktik profesi setelah menyelesaikan pend. Profesi

& diberi sertifikat profesi

Mahasiswa Tenaga Kesehatan program diploma, sarjana, dan sarjana terapan

Uji Kompetensi dan sumpah Profesi

• mengikuti uji kompetensi.
• memperoleh sertifikat kompetensi bagi program vokasi.
• memperoleh sertifikat profesi & sertifikat kompetensi bagi program profesi
• tenaga medis yang telah mengangkat sumpah profesi wajib mengikuti program internsip.

• Wajib memiliki STR dan SIP.

dalam rangka

03 PENDAYAGUNAAN

DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PERENCANAAN
pemenuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Pendayagunaan Tenaga Cadangan Kesehatan untuk Penanggulangan 
Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Darurat Bencana.

Pendayagunaan WNA dan WNI lulusan luar negeri:

• Mengikuti evalusi dan uji kompetensi.

• Mengikuti adaptasi di fasyankes dan memiliki STR dan SIP.

• Evaluasi dikecualikan bagi yg telah praktik min 2 thn utk WNI dan 5 thn 
utk WNA atau merupakan ahli dalam bidang unggulan tertentu.

04 PELATIHAN

DILAKUKAN DALAM RANGKA MENJAGA DAN MENINGKATKAN MUTU

• Pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi diselenggarakan oleh:
a. Pemerintah Pusat
b. Lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Pemerintah Pusat

• Upaya menjaga dan peningkatan mutu dilaksanakan sesuai dengan:
a. Standar profesi;
b. Standar kompetensi;
c. Setandar pelayanan; serta

d. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

• Pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi dapat 
digunakan untuk proses sertifikasi melalui konversi ke dalam 
satuan kredit profesi.

Penyelenggara Pendidikan

Sumber : Kemenkes RI



GAWAT DARURAT

Dalam kondisi gawat 

darurat, fasilitas 

pelayanan kesehatan 

dilarang menolak pasien, 

meminta uang muka, dan 

mendahulukan segala 

urusan administratif 

sehingga menyebabkan 

tertundanya pelayanan 

kesehatan

• Fasilitas 

Pelayanan  

Kesehatan

• dapat 

memberikan 

layanan 

Telekesehatan 

dan Telemedisin

• Pelayanan 

telemedisin  

meliputi:

✓ antar 

fasyankes

✓ antara

fasyankes 

dengan 

masyarakat

FASILITAS PELAYANAN  

KESEHATAN

Fasilitas pelayanan 

kesehatan tk. Pertama

(Puskesmas, klinik pratama, 

praktik mandiri named 

dan nakes)

Fasilitas pelayanan 

kesehatan tk. Lanjut

(RS, klinik utama, balai 

kesehatan, praktik mandiri 

named dan nakes)

Fasilitas pelayanan 

kesehatan penunjang

(labkes, apotek, lab 

pengolahan sel, bank 

sel/jaringan)

PEMANFAATAN

TIK

Dalam penyelenggaraan 

Pelayanan Kesehatan 

primer dapat dilakukan 

integrasi pelayanan antar- 

fasilitas pelayanan 

kesehatan

Sumber : Kemenkes RI
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Sarjana

Magister

Doktor

Vokasi

Program diploma  

tiga kebidanan

Program lanjutan  

dari program  

pendidikan setara  

sarjana atau program  

sarjana

Profesi

Uji Kompetensi

MEMENUHI STANDAR  

NASIONAL PENDIDIKAN  

KEBIDANAN

Mencapai Standar  

Kompetensi Bidan

Sertifikat  

Kompetensi  

yang lulus  

pendidikan

vokasi

Sertifikat  

Profesi yang  

lulus  

pendidikan

profesi

1

2

Akademik

3



1. Penapisan (skrining)  awal kasus & 
Stabilisasi

2. Kolaborasi penanganan komplikasi dan 
kegawatdaruratan maternal neonatal (TIM 
PONEK) 

3. Asuhan lanjut paska tindakan medik pada 
kasus komplikasi maternal neonatal 
(interprofessional health care)

Peran dan Fungsi Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

JAGA KESEHATAN MASYARAKAT

LAYANAN KESEHATAN PRIMER

LAYANAN 

KESEHATAN

TERSIER

LAYANAN 

KESEHATAN  SEKUNDER

1. Penapisan (skrining)  awal kasus & Stabilisasi

2. Kolaborasi penanganan komplikasi dan 
kegawatdaruratan maternal neonatal  kompleks
(TIM PONEK) 

3. Asuhan lanjut paska tindakan medik pada kasus
komplikasi maternal neonatal yang kompleks
(interprofessional health care)

Tempat Praktik Mandiri Bidan

1.Pelayanan kebidanan essensial
normal (otonomi/mandiri)

2.Promotif dan Preventif

3.Deteksi dini Resti Maternal 
Neonatal

4.Stabilisasi pra rujukan & merujuk)

1. Provider

2. Councelor

3. Communicator

4. Educator

5. Enterpreuner

PROMOTIF

1. Pelayanan kebidanan essensial
normal → otonomi, mandiri, dan 
pendelegasian.

2. Promotif dan Preventif

3. Deteksi dini Resti Maternal Neonatal

4. PPGDON (Stabilisasi pra rujukan & 
rujukan)

5. Kebidanan Komunitas

6. Pembina Posyandu & UKBM

7. Kolaborasi TIM PONED  
(Interprofessional)



PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN  
PROFESI BIDAN

• Perkembangan pelayanan kebidanan sejalan dengan kemajuan pelayanan kesehatan  

utamanya pelayanan obstetri dan ginekologi.

• Bidan sebagai profesi yang terus berkembang, senantiasa mempertahankan  

profesionalitasnya dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

• Profesionalitas terkait erat dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh  

seorang profesional

• Bidan profesional yang dimaksud harus memiliki kompetensi klinis (midwifery skills), dan  

kompetensi non kinis/sosial-budaya untuk menganalisa, melakukan advokasi dan  

pemberdayaan dalam mencari solusi dan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan  

perempuan, keluarga dan masyarakat.



SKEMA SUSUNAN STANDAR 

KOMPETENSI  BIDAN INDONESIA

Standar kompetensi  BIDAN 
terdiri dari:
1. Standar kompetensi  lulusan 

pendidikan  profesi Bidan

dengan sebutan  Bidan
2. Standar kompetensi  lulusan 

pendidikan  Diploma III 

(tiga)  Kebidanan dengan

sebutan Ahli Madya

Kebidanan.



AREA KOMPETENSI BIDAN

4. Landasan  

Ilmiah  

Praktik

Kebidanan

5.Keteram  

pilan  

Klinis  

dalam  

Praktik  

Kebidanan

6. Promosi  

Kesehatan

dan  

Konseling

7.Manajemen  

dan    

Kepemimpin  

an

3. Pengembangan Diri dan Profesionalisme

2. Komunikasi Efektif

1. Etik Legal dan Keselamatan Pasien

KOMPETEN



LINGKUP ASUHAN KEBIDANAN

Komponen Kompetensi Bidan Komponen Kompetensi Ahli Madya

1. Bayi Baru Lahir/Neonatus 1. Bayi Baru Lahir (Neonatus)

2. Bayi, Balita dan Anak Prasekolah 2. Bayi, Anak Balita Dan Anak Prasekolah

3. Kespro Remaja 3. Masa Kehamilan

4. Masa sebelum hamil 4. Masa Persalinan

5. Masa Kehamilan 5. Masa Nifas

6. Masa Persalinan 6. Pelayanan Keluarga Berencana

7. Masa Pasca Keguguran 7. Keterampilan Dasar Praktik Klinis Kebidanan

8. Masa Nifas

9. Masa Antara

10. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

11. Masa Klimakterium

12.Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan  

Seksualitas

13. Keterampilan Dasar Praktik Klinis Kebidanan



MATRIKS TINGKAT KETERAMPILAN KLINIS, METODE PEMBELAJARAN DAN 

METODE PENILAIAN

Tingkat Keterampilan :

1. Mampu memahami untuk diri sendiri

2. Mampu memahami dan menjelaskan

3. Mampu memahami, menjelaskan, dan melaksanakan dibawah supervisi

4. Mampu memahami, menjelaskan, dan melaksanakan secara mandiri



STANDAR KOMPETENSI AHLI MADIA  
KEBIDANAN:

Asuhan Kebidanan Esensial adalah asuhan  

kebidanan yang diberikan kepada klien bayi baru  

lahir (neonatus), bayi, balita dan anak  

prasekolah, masa kehamilan, masa persalinan,  

masa nifas, dan pelayanan keluarga berencana.



 STANDAR KOMPETENSI BIDAN: 

Asuhan Kebidanan Komprehensif adalah asuhan  

kebidanan yang diberikan kepada klien bayi baru lahir  

(neonatus), bayi, balita dan anak prasekolah, remaja,  

masa sebelum hamil, masa kehamilan masa persalinan,  

masa pasca keguguran, masa nifas, masa antara, masa  

klimakterium, pelayanan keluarga berencana, pelayanan  

kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan.



STANDAR KODE ETIK BIDAN

• Kode Etik Bidan Indonesia adalah norma-norma yang disepakati dan ditetapkan oleh  

Profesi Bidan untuk dipatuhi dan diterapkan oleh setiap anggota profesi Bidan dalam  

melaksanakan tugas profesinya di masyarakat.

• Prinsip Kode Etik Bidan Indonesia mengacu pada azaz umum etika yang terdiri dari  

kewajiban berbuat baik, bertindak yang tidak membahayakan ataupun memperburuk  

kondisi klien, menghormati dan menghargai hak otonomi dan kerahasiaan klien, serta  

memberikan perlakuan yang adil kepada setiap klien.

• Kode etik bidan Indonesia menjadi acuan dan pedoman bagi bidan dalam  

menjalankan tugas mulia profesi dengan baik, melayani dengan hati dan penuh  

pertimbangan etis.



KEWAJIBAN UMUM

❖BIDAN HARUS MENJUNJUNG TINGGI, MENGHAYATI DAN MENGAMALKAN SUMPAH PROFESI 

BIDAN SERTA  BERPEGANG TEGUH PADA FALSAFAH KEBIDANAN DALAM MELAKSANAKAN 

TUGAS PENGABDIANNYA SECARA  PROFESIONAL

❖BIDAN DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA MENJUNJUNG TINGGI HARKAT DAN 

MARTABAT  KEMANUSIAAN, TIDAK DIPENGARUHI OLEH PERTIMBANGAN KEUNTUNGAN PRIBADI 

ATAU GOLONGAN YANG  MENGAKIBATKAN HILANGNYA KEBEBASAN PROFESI.

❖BIDAN DALAM MENJALANKAN TUGASNYA SENANTIASA MENDAHULUKAN KEPENTINGAN 

KLIEN

❖BIDAN SENANTIASA MENCIPTAKAN SUASANA YANG KONDUSIF, MENDORONG PARTISIPASI 

KLIEN, SETIAP  TINDAKAN ATAU NASEHAT HANYA DIBERIKAN UNTUK KEPENTINGAN DAN 

KEBAIKAN KLIEN.



ORGANISASI  PROFESI  BIDAN

FUNGSI

Meningkatkan dan/atau  
mengembangkan  
pengetahuan dan  

keterampilan, martabat,  
dan etika

profesi Kebidanan

TUJUAN

Mempersatukan,  
membina, dan  

memberdayakan Bidan  
dalam rangka menunjang  
pembangunan kesehatan



PERMENPAN – RB NO. 1 TAHUN 2023
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL



PERMEN PAN-RB NO. 1 TAHUN 2023 
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

• Permen PAN-RB No. 1 tahun 2023 menyempurnakan Permen PAN-RB No. 13 

tahun 2019 ttg Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jafung PNS

• Selama ini tugas jafung lebih fokus pada pemenuhan angka kredit, dan Permen 

PAN-RB No. 1 tahun 2023 ini mengubah arah kerja jafung ASN, pejabat 

fungsional akan difokuskan pada capaian kinerja organisasi, bukan capaian angka 

kredit, sehingga para pejabat fungsional tidak sibuk untuk mengurus DUPAK, 

karena evaluasi didasarkan pada hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja,
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KONSEP PENGEMBANGAN POLA KARIR TENAGA KESEHATAN
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• Pengembangan sistem jenjang karir
profesional bidan ditujukan bagi bidan
praktisi yang melakukan praktik
sebagai pemberi asuhan kebidanan di 
fasilitas pelayanan kesehatan

• Secara utuh jenjang karir profesional
bidan di Indonesia terdiri dari 4 
kategori, meliputi Bidan Praktisi (BP), 
Bidan Manajer (BM), Bidan Supervisor 
(BS) & Bidan Koordinator (BK). 

BP V

BP IV

BP III

BP II

BP I

BM/ BS

BM I

BM, BS, BK

BM, BS, BK

BP O

Jenjang Karir Bidan

BP : Bidan Praktisi, BM  Bidan Manajer, BS: Bidan Supervisor, BK: Bidan Koordinator



Leveling dan Persyaratan
Jenjang Karir Bidan Praktisi

• D III & DIV 

Kebidanan dg 

pengalaman kerja 1 

tahun 

• Bidan Profesi dg

pengalaman kerja  0 

tahun 

• Mempunyai sertifikat 

BP 0 dan sertifikasi 

teknis klinis

kebidanan

BP I
• D III Kebidanan dg

pengalaman kerja ≥ 

4 tahun

• D IV Kebidanan dg

pengalaman kerja ≥ 

3 tahun

• Bidan Profesi dg

pengalaman kerja ≥ 

1 tahun

• Mempunyai 

sertifikat BP I dan 

sertifikasi teknis 

klinis kebidanan

BP II • D III Kebidanan dg

pengalaman kerja ≥ 

8 tahun

• D IV Kebidanan dg

pengalaman kerja ≥ 

6 tahun

• Bidan Profesi dg

pengalaman kerja ≥ 

5 tahun

• Bidan Advance dg

pengalaman kerja ≥ 

0 tahun

• Mempunyai sertifikat 

BP II dan sertifikasi 

teknis klinis

kebidanan

BP III
• D IV Kebidanan dg

pengalaman kerja ≥ 
16 tahun

• Bidan Profesi dg

pengalaman kerja ≥ 

10 tahun

• Bidan Advance dg

pengalaman kerja ≥ 

3 tahun

• Mempunyai sertifikat 

BP III dan sertifikasi 

teknis klinis

kebidanan

BP IV
• Bidan Profesi dengan 

pengalaman kerja ≥ 

15 tahun 

• Bidan Advance

dengan pengalaman 

kerja ≥ 5 tahun 

• Mempunyai sertifikat 

BP IV serta sertifikasi 

teknis klinik

kebidanan

BP V

• D III & D IV 

Kebidanan dg

pengalaman 

kerja  0 tahun 

BP 0

• D III 8 - 15 th

D III 15 tahun hingga

masa pensiun

• D IV 6 - 16 th

• Profesi 5 - 10 th

• Advance 0 - 3 th

• D III 4 - 8 th

• D IV 3 - 6 th

• Profesi 1 - 5 th

• D III 1 - 4 th

• D IV 1 - 3 th

• Profesi 0 - 1 th

• D III  0 - 1 th

• D IV 0 - 1 th

• D IV 16 tahun hingga

masa pensiun

• Profesi 10 - 15 th

• Advance 3 - 5 th

• Bidan Profesi 15

tahun hingga masa 

pensiun

• Bidan Advance 5

tahun hingga masa 

pensiun

DRAFT



PERMENRISTEK DIKTI NO 26 TAHUN 2016 
TENTANG 

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU 

• Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah
pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang
yang diperoleh dari pendidikan formal atau
nonformal atau informal, dan/atau pengalaman
kerja ke dalam pendidikan formal.

• Tujuan RPL:

➢ mendapatkan pengakuan CP untuk
melanjutkan pendidikan formal; 

➢ mendapatkan pengakuan CP untuk disetarakan
dengan kualifikasi tertentu.



TUJUAN

Memfasilitasi Bidan yang sudah
memiliki tempat praktik
mandiri bidan dengan

kualifikasi D-III/D-IV untuk
menempuh pendidikan formal 
Sarjana Kebidanan atau yang 
setara dan Profesi Bidan agar 

bisa memenuhi kualifikasi 
Bidan yang sesuai dengan

Standar Profesi Bidan KMK 320 
Tahun 2020.



MANFAAT

• Memfasilitasi bidan kualifikasi D III yang sudah memiliki

TPMB untuk menempuh pendidikan Sarjana Kebidanan

atau yang setara dan Pendidikan Profesi dalam waktu

yang efisien;

• Mempercepat pemenuhan jumlah tenaga bidan yang

mempunyai tempat praktik mandiri bidan dengan

kualifikasi pendidikan sesuai dengan Standar Profesi Bidan;

• Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan

praktik mandiri bidan yang berkualitas



Rekomendasi Dirjen Tenaga Kesehatan Kemkes RI 
Nomor : DP.04.01.F.III/1953/2023

Tentang
Rekomendasi Penyelenggaraan Program RPL Profesi Bidan

1. Salah  satu  pertimbangan dalam  keberlangsungan pelayanan  kesehatan oleh Bidan  yaitu 
meningkatkan  kualifikasi  pendidikan  bidan    dari  level  diploma  menjadi  pendidikan  
Profesi Bidan.

2. Perlu upaya percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan Profesi Bidan melalui Program 
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) berdasarkan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi Nomor 41  Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

3. RPL dapat diselenggarakan  oleh Institusi Pendidikan  Tinggi  penyelenggara Prodi  Profesi 
Bidan yang telah terakreditasi LAMPTKES minimal B, dan mampu menyelenggarakan RPL yang  
berkualitas  dengan mempertimbangkan  rasio  dosen  dan  mahasiswa,  kurikulum  dan 
perangkat lainnya sesuai dengan persyaratan penyelenggaraan yang dapat dibuktikan dengan 
dokumen yang relevan dan sahih.



Rekomendasi Dirjen Tenaga Kesehatan Kemkes RI 
Nomor : DP.04.01.F.III/1953/2023

Tentang
Rekomendasi Penyelenggaraan Program RPL Profesi Bidan

4. Terdapat 24 institusi penyelenggara Prodi Profesi Bidan yang dapat mengampu 
institusi mitra penyelenggara program RPL Profesi Bidan.

5. Untuk  kelancaran  pelaksanaan  pengampuan  program  RPL,  perlu  ada  nota  
kesepahaman antara institusi pengampu dan institusi mitra yang berisi hak dan 
kewajiban masing-masing.

6. Perguruan Tinggi yang akan melaksanakan RPL Prodi Profesi Bidan melaporkan 
kesiapan pelaksanaan RPL melalui verifikasi pemenuhan dokumen persyaratan 
secara mandiri dalam sistem informasi yang dikelola Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi, Riset dan Teknologi. 



STRATEGI IBI 
DALAM MENGEMBANGKAN PROGRAM RPL

Pertemuan Koordinasi
dengan Belmawa

Membentuk Tim Task 
Force RPL

Mapping Calon Peserta 
RPL

Sinkronisasi kurikulum 
pendidikan bidan dengan 

standar profesi bidan

Penyusunan Pedoman 
Teknis Penyelenggaraan 

RPL

Rapat Koordinasi dengan 
Dirjen Vokasil Dikbud

Pemetaan Institusi Calon 
Penyelenggara RPL

Sosialisasi Program RPL

Lokakarya 
Penyelenggaraan RPL

Rapat Koordinasi PP IBI 
bersama Tim Task Force, 
Kemenkes RI, Kemenpan

RB RI, Kemendikbud
Ristek RI dan BKN RI

Sosialisasi
Penyelenggaraan RPL 

Pasca UU Kesehatan No 
17  Tahun 2023 

Pendampingan
Penyelenggaraan

Program RPL



STRATEGI IBI (Lanjutan)







Pengakuan Jenjang

Kualifikasi Lulusan

Pendidikan Profesi Bidan :



TATA LAKSANA RPL PENDIDIKAN PROFESI BIDAN
PASCA UU KESEHATAN NO 17 TAHUN 2023

1. Institusi yang dapat melaksanakan RPL Pendidikan Profesi Bidan RPL Type

A, perolehan kredit pada semester ganjil tahun 2023/2024 di laksanakan

oleh Institusi yang sudah eligible Akreditasi (baik sekali/B), (Unggul/A),

dengan mendapatkan sertifikat penugasan dari Kemendikbud Ristek RI.

2. Institusi Pendidikan Profesi Bidan yang Akreditasi belum Eligible (Baik/C),

masih menunggu ketetapan dari Pemerintah melalui turunan dari UU No 17

tahun 2023 tentang kesehatan
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5. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat
SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan
dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan 
meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi
secara otonom. 

6. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat
SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan
dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan 
meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi. 

7. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang 
telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti

13. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM
adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh 
Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1



Lembaga Akreditasi Mandiri
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Pasal 2 
1) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui

penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan 
peningkatan standar pendidikan tinggi. 

2) Standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas: 
a. SN Dikti; dan 
b. Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan

tinggi
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Pasal 3 
1) SN Dikti bertujuan untuk: 

a. memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk
mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa
Indonesia yang berkelanjutan; 

b. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, 
dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan kehidupan masyarakat; 

c. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan
sumber daya manusia unggul; dan 

d. mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan
meningkatkan mutu melampaui SN Dikti

2) SN Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
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Pasal 71 
1) SPME dilakukan melalui Akreditasi. 

2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas
dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti. 
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Pasal 72 
Akreditasi diselenggarakan dengan prinsip: 
a. independen yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan secara

mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak
manapun; 

b. akurat yaitu penyelenggaraan Akreditasi berdasarkan data dan 
informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat
dipertanggungjawabkan; 

c. objektif yaitu penyelenggaraan Akreditasi bebas dari pengaruh, 
pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data 
dan informasi faktual; 

d. transparan yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan
berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh 
seluruh pemangku kepentingan; dan 

e. akuntabel yaitu penyelenggaraan Akreditasi dapat
dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.
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Dasar dan Instrumen Akreditasi
Pasal 75 
1) Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap program studi. 
2) Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan program 

studi atas dasar: 
a. pemenuhan SN Dikti; dan 
b. pemenuhan standar LAM. 

3) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus lebih
tinggi tingkatnya dari SN Dikti dan cakupan kriterianya dapat lebih
luas dari SN Dikti. 

4) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh 
LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT.
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Dasar dan Instrumen Akreditasi
Pasal 75 
5) Luaran Akreditasi oleh LAM dinyatakan dengan status Akreditasi. 
6) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas: 

a. terakreditasi; 
b. terakreditasi unggul; atau
c. tidak terakreditasi. 

7) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a 
memiliki makna program studi memenuhi SN Dikti. 

8) Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
huruf b memiliki makna program studi memenuhi standar LAM. 

9) Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c 
memiliki makna program studi tidak memenuhi atau berada di bawah
SN Dikti.

Status Akreditasi
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Dasar dan Instrumen Akreditasi
Pasal 76 
1) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi. 
2) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan 
standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar
luaran. 

3) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan mempertimbangkan: 
a. fokus misi perguruan tinggi pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, 

dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan 

b. jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi. 
4) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dikonsultasikan dengan kementerian dan/atau lembaga yang relevan
dengan program studi yang bersangkutan. 

5) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.



Terima Kasih

Bidan Salah Satu Garda 
Terdepan Mengawal 

Generasi Unggul 
 Indonesia Maju

BIDAN KREATIF & INOVATIF
• Ibu Sehat
• Anak Sehat
• Bangsa Sehat & Kuat
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